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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya 

Di Indonesia penitasalahan korupsi begitu sering terdengar, seolah-olah sudah 

menjadi ~disi ataupun keharusan dalam memenuhi kepentingan-kepentingan 

yang bersinggungan dengan kekuasaan ataupun wewenang yang diberikan oleh 

negara, karena dengan adanya tindakan tersebut~ akan berpengaruh terhadap 

semua dimensi kehidupan, baik politik, ekonomi dan budaya. Kehancuran moral 

atas prilaku tersebut menjadi sesuatu yang wajar tanpa beban-beban psikologis 

yang dihadapkan dengan nOIDla-nOIDla kehidupan, ini berarti ada suatu kegagaJan 

penilaian terhadap sesuatu yang baik dan buruk serta berpengaruh pula pada 

perkembangan psikologis kepribadian itu sendiri, yang akhimya menjadi "born 

waktu" atas kehancuran bangsa ini dan meniadakan tujuan untuk: mencapai 

kesejahteran yang se..suai dengan konsep "welfare state" dalam suatu negara 

demokrasi. 

Sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah begitu banyak, 

dimulai dengan adanya peraturan perundang-undanga~ Lembaga Swadaya 
I 

Masyarakat (LSM), ataupun organisasi kemasyarakatan lainya yang perduli 

dengan permasalahan korupsi, tetapi tidak dapat menjangkau perbuatan korupsi 

tersebut Suatu negara demokrasi selalu berlandaskan pada hukum (rechtstaat) 

bukan pada kekuasaan (machstaat), tetapi yang teIjadi di Indonesia adalah lebih 



2 

meng-indikasikan, bahwa kekuasaan tersebut yang paling dominan untuk 

menentukan tujuan hidup bermasyarakat. 

Pennasalahan korupsi tidak saja berdimensi sosioJogis meJainkan juga hukum, 

karena dengan sarana hukum itu seorang yustisiable tidak: Jagi dihadapkan sebagai 

subyek hukum, meJ3inkan lebih keda1am obyek hukum, yang meng-indikasikan 

adanya mafia peradilan. Gejala-gejala tersebut mempunyai pengertian bahwa ada 

keberpihakan terhadap seseorang yang mampu secara finansial dan tidal, jadi 

seolah-olah terdapat pilihan hukum (choise of law) seperti halnya dalam 

penyelesaian sengketa yang bersifat «win-win solution", yang ditujukan untuk 

orang-orang yang dapat meng-akomodir kebutuhan masing-masing pihak yang 

bertentangan. 

Selain itu permasalahan korupsi juga ada pada produk undang-undang pidana 

yang sering mempunyai pengertian tidak jelas atau kabur, dengan membawa 

konsekuensi pada sulitnya untuk menetapkan suatu sifat melawan hukumnya 

perbaatan menurut sistem hukum pi dana keda1am suatu pertanggungjawaban 

pidana. Ketidakjelasan ini cenderung dipakai sebagai dasar penghapus pidana, 

dimana dengan ketidakjelasan tersebut, pembuat tidak: dapat memenuhi 

pertanggungjawaban pida~ dan memungkinkan interprestasi yang tidak relevan 

antara fakta dan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang pada akhimya akan 

dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum. 

Begitu banyak produk hukum yang dihasilkan baik dalam arti fonna1 maupun 

materiel, juga menimbulkan interpretasi tersendiri terbadap perbuatan pidana yang 

menurut unsur dari rumusan pasal tidak diketahui secara pasti pengertiannya. 
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Selain itu hubungan hukum menentukan pembuat itu dipidana atau tidale, karena 

setiap hubungan hukum selalu memberikan celah untuk dikemukakan sebagai 

dasar penghapus pidana terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga 

dibenarkan perbuatannya itu. 

Kompleksitas perbuatan pidana akan rnenunJang terbentuknya suatu 

perubahan terhadap penyusunan undang-undang baru, karena aturan sebelumnya 

tidak dapat meng-akomodasi permasalahan yang ada. Ketentuan-ketentuan 

tersebut menunjukan terciptanya sistem pemidanaan yang berbeda dengan · 

sebelumya, aturan-aturan tersebut membawa konsekuensi yuridis, yaitu rumitnya 

pembuktian terbadap perbuatan pidana, meskipun dibeberapa undang-undang 

memberikan kemudahan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana 

Latar-belakang pembentukan undang-undang memberikan karekteristik 

pembeda antara lingkup hukum yang satu dengan lainnya. Dengan ditentukan asas 

atau fundamen dari maksud pembentukannya, maka tujuan dan efektifitasnya 

dapat ditelusuri secara hlstoris dan dislcrepansi penafsiran dapat berkurang. Selain 

itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan "optimum" 

apabila; pertama, peluang hakim dalam menafsirkan sendiri suatu substansi aturan 

menjadi sempi~ hal ini menghindari adanya pengambilan wewenang dari rnaksud 
I . 

pembuat undang-undang atau bersifat analogi; kedua, adanya konsistensi 

substansi antara pasal yang satu dengan yang lainnya; ketiga, adanya kepastian 
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hukum; keempat. penafsiran atas rumusan undang-undang ada atau terdapat dalam 

undang-undang itu sendiri. 1 

Terjadinya interprestasi undang-undang yang berdasarkan ketidak-jelasan 

subyek dan obyek hukum atas kualifikasi dan lllalitas perbuatan pidana tertentu, 

sering terjadi dalam Proses peradilan dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum 

dan cenderung mencari-cari kelemahan. Kepastian hukum penting peranannya 

terhadap perlindungan hak asasi manusia (asas praduga tak bersalah) dalam 

menghadapi tuntutan pidana, karena dengan kepastian hukum maka keadilan 

dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai wujud komitmen atas kontrak. sosial dalam suatu negara demokrasi. 

Sistem perundang-undangan pidana, selain memuat pembatasan perbuatan 

pidana tetapi juga memberikan hatas-batas dasar penghapus pidana, baik menurut 

ajaran fonnal atau materiel, yang dapat diupayakan yu.~isiable dalam 

mempertahankan daliI-daJiI atau eksepsi terhadap dakwan yang yang diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses peradilan. Batas-batas ini tidak 

saja memberikan warna terhadap perbuatan pidana tetapi juga sebagai wujud dari 

perkembangan masyarakat dalam menyikapi perbuatan mana yang pada saat ini 

sudah tidak menjadi celaan secara budaya, kebiasaan, bahkan secara ekstrim 
, 

mungkin dari segi religi dapat dinetralisir arti dari perbuatan pidana tersebut. 

Penggunaan dasar penghapus pidana sangatJah berbeda dengan perbuatan 

pidana dari segi pertanggung-jawabannya, karena perbuatan dan pertanggung-

jawaban pidana tidak menjadi satu-kesatuan dalam proses pidana. Moeljatno 

l Henry Campbell Black, M.A., Black 's Law Dictionary, Fifth Edition, Second Printing, Caves 
Books. Ltd., 1983. 
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mengemukakan pengetian perbuatan pidana dalam Forum llmiah Dies Natalis ke-

6 Universitas Gajah Mada yait~ 

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok 
pengertian harus mengenai kala yang pertama, disini perbuatan, dan tak 
mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan 
karena orang yang meJakukan tindak tersebut di situ. sekaJipun ruakui 
kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang 
berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisahkan-pisahkan. 
Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana, "barang siapa melanggar larangan 
tersebut". Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata 
yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang 
melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pi dana atau tidak, 
itu sudah diluar arti perbuatan pidana? 

Da1am membahas dibapuskannya sifat melawan bukumnya perbuatan 

sehingga perbuatan itu dibenarkan, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur 

rumusan delik itu sendiri. Perbuatan pidana dalam rumusan delik undang-undang 

pidana, terdapat unsur melawan hukum yang secara eksplisit dan implisit terdapat 

pada setiap delik. Penegasan adanya unsur melawan hukum, membawa 

konsekuensi daJam pembuktian perbuatan pidana yang berbeda apabila tidak 

secara tegas dicantumkan. Konsekuensi tersebut menurut Hazewinkel Suringga 

dikemukakan; 

bahwa unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsur mutlak dari 
suatu deJik, biJamana undang-undang menyebutkan dengan tegas 
sebagai unsur delik itu, maka melawan hukum hanyaJah suatu tanda dari 
suatu delik. Selanjutnya dikatakannya, bahwa kontruksinya yang 
demikian ini mempunyai suatu keuntungan, yaitu bahwa penuntut 
umum tidaldah diwajibkan akan beban pembuktian yang terlalu bernt, 
sebab apabila meIawan hukum itu adaIah unsur dari tiap-tiap perbuatan 
pidana, maka disamping membul.1:ikan unsur-unsur yang lain penuntut 
urnum hams membuktikan tentang sifat melawan hukumnya kejadian 

2 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. VTI., Gba1ia Indonesia., Yokyakarta., 
1994, h. 126, 



itu. lui akan meugakibatkau sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian 
yang sulcar tentang adanya sesuatu alasan pembenar, misalnya tidak 
adanya keadaan darurat, tidak adanya suatu aturan undang-undang, tidak 
ada perintah jabatan dan sebagainya. Dengan cara ini penuntut umum 
cukup dengan mengemukakan dan membuktikan unsur-unsur dari isinya 
delik. Berbeda dengan Fompe bahwa sifat melawan hukum bukan 
merupakan unsur mutlak dari perbuatan pidana, tetapi mengakui bila 
ada aJasan penghapusan pi dana maka haJ dapat dipidananya sipembuat 
yang melakukan perbuatan tersebut akan dihapuskan3

. 

6 

Selain itu melawan hukum dapat diartikan kedalam dua pendapat yaitu 

rnenurut ajaran fonnaJ dan ajaran materiel. Masing-masing pendapat rnembawa 

konsekuensi tersendiri terhadap adanya hal rnelavm.n hukurn untuk dapat atau 

tidaknya pemidanaan. Menurut Simons dikemukakan bahwa: 

Untuk dapat dipidana, perbuatan yang dilakukan harns jatuh dalam 
uraian (menurut undang-undang), sesuai dengan isi delik menurut 
aturan pidana yang sah. Jika memang demikian, biasanya pemeriksaan 
lebih JarYut terhadap hal melawan hukum tidak pada tempatnya lagi. 
Sedangkan melawan hukum materiel (menurut isinya) merupakan 
tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tanpa pembenaran 
yang sah, dapat juga dibenarkan dan pengunaan melawan hukum 
materiel tanpa dasar pembenaran yang salt, pertama kali diakui pada 
Keputusan H.R tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933, halaman 918 
m.o.Tavern, vearts-arrest (arrest-dokter heW2Il).4 

Luasnya pengertian melawan hukum mendorong terbentuknya penafsiran 

analogi terhadap perbuatan pidana jika dilakukan secara positif, artinya Hakim 

akan mengambiJ alih wewenang yang dimiliki oleh pembuat undang-undang dan 

menimbulkan dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dari 

unsur rurnusan delik: sehingga dapat dibenarkan perbuatannya itu (pasaJ 1 ayat 1 

KUHP). Adapun pengertian melawan hukum yaitu: 

3 Roeslan Saleh, SifatMelawan Hulmm, Aksara Barn, Jakarta, 1981, h. 10. 

4 lM van Bemmeien, Hu/cum Pidana I, Cet. n., (terjemahan Hasnan), Bina Cipta ,Bandung, 
1987, h.102. 
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1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat 
mengenai orang lain atau barang; 

2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang; 
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri; 
4. Bertentangan dengan hak orang lain; 
5. Bertentangan dengan hukum obyelr..tif.5 

Banyaknya petigertian melawan hukum dalam hukum pidana membuat 

kevastian hukum yang akan diterima semakin tidak dapat diprediksi letak dan 

akibat sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan pengertian itu 

dimungkinkan masuknya hukum lain yang bersifat materiel (tidak tertulis), artinya 

besar kemungkinan seorang terdakwa lepas dari tuntutan hukum dan mungkin 

pula dapat dijatuhi pidana. 

Permasalahan maian diatas senng ditemui pada kasus-kasus korupsi, 

meskipun dalam hukum acara khusus terdapat beberapa kemudahan (pembuktian 

terbalik) didalam rnernbuktikan kasus tersebut. Kemudahan ini hanya saja dirniliki 

secara rnutlak oleh Majelis Hakim untuk berinisiatif mengunakan kemudahan 

pemeriksaan tersebut, tanpa inisiatif Hakim rnaka kemudahan-kemudahan yang 

diberikan oleh pembuat undang-undang akan menjadi tidak bermanfaat dan 

cenderung didalam menilai Majelis Hakim, yaitu kurang optimalnya proses 

pengadiJan yang dipimpin. Narnun hukurn acara khusus tersebut terlalu sering 

terlewatkan akibat pertentangan pengertian tentang tidak adanya hal melawan 

hukum sebagai dasar penghapus pidana, padahal jika itu dilakukan maka sifat 

melawan hukumnya perbuatan akan semakin mudah diketemukan dan 

5 Ibid, h. 149-150 
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mengabaikan dasar penghapus pidana, tentunya yang tidak relevan lagi untuk 

disampaikan oleh terdakwa baik menurut ajaran formal maupun materiel. 

Kasus demi kasus telah diselesaikan begitu banyak melalui putusan 

pengadilan, tetapi perdebatan-perdebatan kaidah hukum yang dipergunakan tidak 

begitu banyak mengUrangi adanya tindak pidana korupsi, hal ini disadari karena 

permasalahan korupsi begitu rumit untuk dibuktikan. Prioritas pembahasan 

melalui perdebatan-perdebatan hukum mulai santer didengar oleh masyarakat 

secara umum, adalah Putusan Kasasi kasus "Bebasnya Ir. Akbar Tandjung" dalam 

perkara Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog, yang diumumkan dalam sidang 

terbuka untuk umwn pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004, yaitu Putusan 

K.asasi Nomor: 572K1Pidl2003, yang memutuskan bahwa simt melawan 

hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Ir. Akbar Tandjung tidak terbukti, 

karena diinterprestasikan atau ditinjau kedalam dominasi hukum administrasi dan 

sebagai pertimbanganya adalah merupakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 

KUHP) dari Presiden B.J. Habibie untuk: pembagian kebutuhan sembiJan bahan 

pokok (sembako) bagi rakyat miskin (raskin) serta dilakukan dalam kondisi yang 

mendesak atau darurat. 

Selain itu perihal jabatan atau kedudukan Ir. Akbar Tandjung, hanya sebagai 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan tugasnya sebatas membantu Presiden 

dari segi administratif serta atas ketiadaan aturan mengenai penggunaan dana non 

budgeter bulog. Putusan kasasi tersebut meng-indikasikan bahwa tidak ada 

kewajiban prinsipil dalam tugas dan kedudukannya sebagai Menteri Sekretaris 

Negara untuk mencegah teIjadinya kerugian negara, maka secara pidana tidak 
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memenuhi rumusan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). 

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa perintah jabatan dan ketiadaan-aturan 

perundang-undangan atas penggunaan dana non budgeter bulog serta adanya 

perintah jabatan dijadikan dasar penghapus pidana oleh terdakwa, sehingga 

Majelis Hakim sulit dalam menjatuhkan hukuman menurut sistem hukum pidana 

yang limitatit: yang secara nyata telah merusak. rasa keadilan atau norma-norma 

kehidupan sosial dalam masyarakat, apalagi ditambah dengan kerugian negara 

yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi beban masyarakat. 

Rumitnya pembuktian itu teJjadi karena terkendala dalam pengertian melawan 

hukum yang tertuang dalam mmusan delik UUTPK. Menurut Loebby Loqman 

dalam karya ilmiahnya dikemukakan: 

Sehingga «melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun 
materiel" diartikan bukan saja hams diperhatikan apakah perbuatan 
yang dianggap korup tersebut nyata,.nyata terdapat aturan perundang
undangan, akan tetapi masih hams diperhatikan apakah perbuatarl 
tersebut tercela dalam masyarakat. 6 

Dari penjelasan itu tersebut menumt Loebby Loqman, bahwa hams kedua-

duanya terpenuhi baik perbuatan melawan hukum fonnil maupun materiel, salah 

satu tidak terpenuhi maka tidak dapat seseorang itu untuk dipidana, dengan kata 

lain pembuat tidak dapat dihukum berdasarkan ketiadaan aturan undang-undang 

pidana (pasal 1 ayat 1 KUHP) dan apabila perbuatan tersebut secam materiel (sifat 

melawan hukumnya yang materiel) tidak tercela dalam masyarakat maka pembuat 

6 Loebby Loqman, Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 2000, h. 20-30. 
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tidak dapat pula ulltuk dipidana. Hal diatas diuugkapkauuya, karena merupakan 

wujud dari kepastian hukum dan mencegah perluasan interpretasi sifat melawan 

hukumnya perbuatan atas rumusan delik. 7 

Dari apa yang telab dijelaskan dalam karya ilmiabnya mengenai kontroversi 

Undang-Undang No: 3 Tabun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi terhadap sistem hukum pidana, terungkap pula di persidangan tingkat 

kasasi dalarn kapasistasnya sebagai saksi ahli yang mendukung bebasnya Ir. 

Akbar Tandjung dalam Penggunaan dana non-budgeter bulog, yaitu 'Bahwa 

ajaran melawan hukum materiel negatif ada batasannya, yaitu hams dicari aturan 

fonnilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan fonnil yang 

dilanggar., 8 

Oleh karena latar belakang masalah yang diuraikan diatas. rnaka 

pennasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Apakah sifat melawan hukurnnya perbuatan pidana dapat ditinjau dari segi 

hukum administrasi dan perbuatan melanggar hukllm menurut hukum perdata 

serta UUTPK? 

2. Apakab terdapat batas-batas dihapuskannya sifat melawan hukumnya 

perbuatan pidana menurut ajaran forrnil dan materiel? 

3. Apakah sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dalarn Putusan Mahkamah 

Agung No. 572K1Pidl2003 atas bebasnya Ir. Akbar Tandjung dalam 

penggunaan dana non budgeter bulog sudah sesuai dengan maksud dan tujuan 

7 Ibid. 
II PUtllSaJl Kasasi Nomor 572K/PidI2003, h. 210. 
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dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi? 

2. Penjelasan Judul 

Pengertian dasarpenghapus pidana menurut Bambang Poemomo, yaitu; 

« Alasan penghapus pidana adalah pengecualian tentang batasan 
keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan 
hukum pidana, sehingga terdapat alasan penghapus pidana yang 
menyertai perbuatan pi dana. ,,9 

Sedangkan Jan Remmelink mengemukakan bahwa: alasan peniadaan 

pidana berarti pula, pembuat undang-undang menerima kemungkinan bahwa 

seseorang itu bisa saja telah memenuhi segala unsur dalam rumusan delik, 

namun tidak dikenai pidana apapun. 10 

Dari kedua teori tersebut, yang dimaksud dasar penghapus pidana adalah 

adanya keadaan-keadaan khusus yang secara pidana tidak: dikatakan sebagai sifat 

melawan hukumnya perbuatan pidana sehingga dapat dibenarkan perbuatalmya 

itu, sedangkan batasan keadaan terrentu adalah bagaimana suatu dasar penghapus 

pidana dapat diterima sebagai dasar dihapuskannya sifat melawan hukumnya 

perbuatan pidana dan berakhir pada putusan lepas dari segala tuntutan hukurn baik 

menu rut ajaran formil maupun materiel sesuai dengan maksud dan tujuan 

dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. 

9 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum PitiaJla, Cet. Vll., Gba1ia Indonesia, Yokyakarta, 
1994, h. 191. 

\0 Jan Remmelink, Hukum PitiaJla, Komenlar ala.<; pa.'tQ/-pasa/ lerpenling dari Kitab U"dang
Ulldmrg Hukllm Pidalla Bela/lda dan Padallamtya dalam Kitab Ulldmrg-Undmrg H"kum Pidalla 
Indonesia, Cet. 1 , (terjemahan Tristam Pascal Moeliono), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, 
h. 201. 
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BABII 

SIFAT MELAWAN HUKUMNYA P~RBUATAN PIDANA 

1. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana dan Padanannya dengan 

Hukum Administrasi 

Perkembangan perubahan dinamika m}~syarakat menyebabkan lapangan 

pekeIjaan pemerintah makin luas. Wewenang yang dimiliki untuk meng-

akomodasi perkembangan kehidupan sosial masyarakat, hal ini menuntut 

pemerintah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi 

penyelenggaran pemerintah untuk dapat mengimbangi perkembangan tersebut 

kadang-kala pemerintah membuat peratman atas inisiatif sendiri, selama tidak 

terikat pada peraturan perundang-undangan dalam arti materiel (wewenang 

materiel). 

Kewenangan ini begitu luas, sehingga mengabaikan hubWlgan-hubWlgan 

khusus dengan kaidah-kaidah hukum lainnya. Menurut Montesquieu tujuan 

pertama dari negara adalah membuat hUkum dan mempertahankan hukum para 

warganegaranya, mempunyai kemerdekaan yang teIjamin dan masyarakat 

menjadi teratur, hanya dapat dilakukan dalam pengertian pembagian kekuasaan , 

bukan pemisahaan kekuasaan seperti diWlgkapkan oleh Hans Kelsen12
. 

Lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif tidak dapat bertindak sewenang-

wenang untuk terciptanya "chek and balanCing" antar lembaga tersebut secara 

gotong-royong untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang bersifat demokrasi 

12 E. Utrech, PCl1gal1tar Hukum Admil1istra'}i Negara Indol1esia, (mengutip Hans Kelsen), Cet. 
IV., 1960, h. 17-19. 
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BAB III 

DIHAPUSKANNY A SIFAT MELAW AN HUKUMNY A PERBUATAN 

MENURUT AJARAN FORMAL DAN MATERIEL 

1. Penafsiran Analogi Terhadap Substansi Suatu Peraturan Perundang-

Undangan yang Kabur (tidak jeJas) Sebagai Upaya Dikemllkakan Dasar 

PenghapusPidana 

Pembuat undang-undang dalam perumusan ketentuan pi dana disyaratkan 

adanya suatu kecermatan dan penjeJasan serinci mungkin (lex certa). Perumusan 

ketentuan yang demikian ini sangat penting untuk kepastian hukum. karena dengan 

ketidak-jelasan tersebut akan memuncu1kan ketidakpastian hukum dan 

mellghalallgi upaya pemidallaan. Akibat hukum yang lebih jauh adalah adanya 

kesempatan untuk rnelepaskan diri dari jeratan huknrn dengan dikemukannya 

ketiadaan aturau pidana (asas legalitas) dari perbuatan pi dan a yang dilakukan. 

Menurut Jan Remmelik yang mendukung adanya larangan atas pengunaan 

Analogi, mengemukakan beberapa alasan; 

1. Hal itu mendukung kepastian huknrn. karena sampai sekarang pada tingkat 
tertentu masih kita temukan adanya kepastian perihal isi ketentuan-ketentuan 
larangan dari sudut paudang batas-batas kata menurut ilmu bahasa, sekalipoo 
beberapa makna kata ditafsirkan secara luas. Hal itu mernang memunculkan 
keraguan, namun kita masih tetap menemukan arab perkembangan dengan 
batas-batas yang aman. 

2. Pengembangan hukum (perundang-undangan) tidak terutama dibebankan 
pada hakim. Dari sudut ketatanegaraan, jelas memiliki keberatan terhadap 
pengalihan beban pada hakim. 

3. Kemungkinan untuk tetap dapat menjallgkau 'terdakwa' diluar batasan bahasa 
membuka kesernpatan bagi hakim untuk mengambil keputusan seeara 
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BABIV 

PUTUSAN KASASI NOMOR 572K1Pidl2003 MERUPAKAN 

PENYIMPANGAN ATAS DmENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 

3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

1. Posisi Kasus Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog 

Pemaparan atas kasus Penggunaan Dana Non Budgeter BULOG. dengan 

subyek hukurn, antara lain Terdakwa I: lr. Akbar Tandjung. Terdakwa II: R 

Dadang Sukandar dan Terdakwa ill: Winfried Simatupang, dirangkwn 

berdasarkan atas Dakwan Primer dan Subsider pada Putusan Kasasi Nomor 

572KJPid12003, dengan berlandaskan pada pemeriksaan pada tingkat Judex factie 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 Nomor 

449IPID/2002IPN. Jak.Pus; 

Bahwa pada dakwaan primer dan subsidair dapat diketahui penggunaan Dana 

Non Budgeter BULOG tersebut berawal dari pertemuan terbatas pada tanggal 10 

Februari 1999 yang dihadiri antara lain. saksi 8.1. Habibie selaku Presiden 

Republik Indonesia. Terdakwa I: Jr. Akbar Tandjung selaku Menteri Sekretaris 

Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor: 122M!fabun 1998 tanggal 22 Mei 1998, dan saksi Prof Dr. Ir. Rabadi 

Ramelan, MSc selaku Pejabat Sementara Kepala Bulogl Menteri Perindustrian 

dan perdagangan serta Saksi. Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri 





































1. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

70 

Dari seluruh UraIall pembahasan yang telah dijabarkan pada bah-bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a Dalam pemballasan pada bab II dapat disimpulkan bahwa sifut melawan 

hukwnnya perbuatan menurut sistem hukum pidana tidak dapat diterapkan, jika 

tidak berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu 

adanya kejahatan atau pelanggaran atas perbuatan tersebut Tetapi menurut 

Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

korupsi (UUTPK) dikemukakan bahwa untuk memudahkan dari segi 

pembuktiannya, maka tidak terlebih dahulu membuktikan adanya kejahatan atau 

pelanggaran seperti disyaratkan dalam Undang-ndang Prp 24 Tahun 1960, ini 

berarti UUTPK memiliki fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang 

materiel. Dikatakan demikian, karena UlITPK memberikan kemudahan kepada 

aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku atas tindak pidana korupsi, dengan 

mengemukakan sarana "melawan hukum" yang mengandung pengertian formal 

maupun materiel. Jadi sesuai dengan pendapat van Veen didalanl men-sikapi 

adanya perbedaan menurut sistem hukmn pidana dengan dibentuknya undang

undallg khusus (UUTPK) adalah harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan 

dibentukuya suatu undang-undang khusus itu sendiri serta membawa 
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